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A. Latar Belakang Masalah 
Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, dan 
dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Kini masyarakat semakin terbuka 
dalam memberikan kritik bagi pelayanan publik (Insanarif, 2012). Oleh sebab 
itu substansi administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan 
seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam mencapai tujuan (Azwar, 2010). 
Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah 
pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Reformasi di bidang kesehatan 
dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau 
oleh seluruh lapisan masyarakat (Widodo, 2001). 
Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan 
manusia, karena setiap orang akan melakukan berbagai cara untuk 
memperoleh kesehatan yang prima. Seseorang yang menderita sakit biasanya 
akan berusaha untuk mengatasi dan mengobati penyakit yang dideritanya 
hingga sembuh. Seseorang dalam mencapai kesembuhan yang diharapkannya 
terkadang membutuhkan bantuan dari pihak lain dalam hal ini adalah rumah 
sakit. Rumah sakit merupakan salah satu instansi yang berwenang 
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas. Keadaan ini 
membuat rumah sakit perlu memperhatikan kualitas pelayanan yang 
ditawarkan kepada konsumen dalam hal ini pasien yang akan menggunakan 
jasa rumah sakit sehingga pasien merasakan kepuasan terhadap kualitas yang 
ditawarkan (Irmawati dan Kurniasari, 2010). 
 
 
 
Organisasi sektor publik dalam hal ini adalah institusi kesehatan,  
sebagai bagian penting dari pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah 
bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan dari pemerintah dalam 
pelayanan kesehatan pada masyarakat. Konsekuensi dari administrasi yang 
baik dan manajemen dalam organisasi publik dapat dijelaskan tidak hanya 
oleh fakta bahwa mereka harus bekerja untuk kesejahteraan orang lain, tetapi 
juga, sektor publik adalah perusahaan besar di negara manapun. Telah ada 
pertumbuhan yang berkelanjutan dari penelitian tentang pelayanan publik 
motivasi (PSM) yang memfokuskan "pada motif dan tindakan dalam domain 
publik yang dimaksudkan untuk berbuat baik bagi orang lain dan bentuk 
kesejahteraan masyarakat (Perry dan Hondeghem 2008). 
Salah satu jenis motivasi kerja yang telah memperoleh cukup banyak 
perhatian dalam dekade terakhir adalah motivasi pelayanan publik (PSM) atau 
motif  yang didasarkan pada lembaga-lembaga publik yang bertujuan untuk 
menguntungkan orang lain dan bentuk kesejahteraan mereka (Perry dan 
Hondeghem, 2008).  
Sejumlah besar penelitian kuantitatif telah menyelidiki efek dari PSM 
pada kinerja terkait variabel hasil seperti kepuasan kerja, komitmen organisasi, 
dan perilaku kewarganegaraan interpersonal (Pandey et al, 2008.). Sebaliknya, 
hanya sejumlah kecil kecil penelitian yang memfokuskan pada anteseden PSM 
(Moynihan dan Pandey, 2007; Camilleri, 2007). Perry dan Hondeghem (2008) 
setuju bahwa organisasi harus memainkan peran yang lebih aktif dalam 
memperkuat dan mempertahankan PSM. Hanya satu studi dapat ditemukan 
 
 
 
menyelidiki efek dari sumber daya manusia (SDM) manajemen pada PSM 
dalam konteks kalangan PNS di Swiss (Giauque., et al, 2013). Pengetahuan 
lebih tentang bagaimana pekerjaan yang harus diselenggarakan dalam rangka 
untuk menyajikan secara menguntungkan bagi PSM diperlukan, mengingat 
bahwa PSM adalah mungkin terkait dengan kinerja (Andersen dan Serritzlew, 
2012). 
Penelitian ini merupakan penelitian tentang peran motivasi pelayanan 
publik (publik service motivation) pada perawat rumah sakit RSUD Dr 
Moewardi Surakarta. Permasalahan motivasi pelayanan publik dalam 
pelaksanaan pelayanan kesehatan rumah sakit sangatlah penting dipahami dan 
diperhatikan  karena ia sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan 
tugas dalam pelayanan pada masyarakat khususnya di bidang kesehatan.  
Perawat merupakan ujung tombak pelayanan dari rumah sakit tentu saja 
adalah personil kesehatan yang terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan 
menangani masalah medis untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan. 
Keperawatan sebagai salah satu bentuk pelayanan profesional merupakan 
bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pelayanan kesehatan 
secara keseluruhan. Selain itu pelayanan keperawatan merupakan salah satu 
faktor penentu baik buruknya mutu dan citra Rumah Sakit. Perawat memiliki 
kewajiban moral dan tanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan 
secara profesional (Moody & Pesut, 2006). 
Permasalahan motivasi pelayanan publik dalam pelaksanaan pelayanan 
kesehatan oleh perawat sangatlah penting dipahami dan diperhatikan karena 
 
 
 
perawat sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan ke 
sehatan. Motivasi dalam pekerjaan pelayanan perawat ini telah sering menjadi 
perhatian banyak peneliti karena ia berhubungan sangat erat dengan prestasi 
kerja seseorang atau organisasi dalam mencapai berbagai tujuannya. Konsep 
motivasi pelayanan publik diungkapkan oleh Perry dan Hondeghem, (2008). 
Konsep motivasi secara umum merujuk kepada kekuatan yang memberi 
dorongan, mengarahkan, dan mengekalkan tingkah laku seseorang individu. 
 Stigma negatif menjadi lekat pada birokrasi pelayanan publik RSUD 
Moewardi Surakarta yang cenderung lamban dan inefisien. Masyarakat 
banyak mengeluhkan karena lambannya kinerja pelayanan kesehatan. 
Masyarakat sebagai objek penerima layanan yang pada akhirnya akan akan 
merasakan langsung bagaimana kinerja dari pegawai. Berdasarkan informasi 
diketahui bahwa pasien masih bingung dengan prosedur JKN ketika berobat 
ke rumah sakit rujukan. Lestari (38), warga Tasikmadu, Kabupaten 
Karanganyar, mengatakan, jika berobat ke rumah sakit rujukan, pasien harus 
membawa dokumen lengkap, seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, 
fotokopi kartu Jamkesmas, kartu Jamkesmas asli, dan surat rujukan dari 
puskesmas atau rumah sakit asal. ”Kalau tidak lengkap tidak dilayani,” 
ujarnya di RSUD dr Moewardi, Solo (www.healthkompas.com, 2014). 
Harapan rumah sakit tentunya adalah untuk selalu menjaga kepercayaan 
pasien agar konsumen tersebut tetap bertahan dan kembali menggunakan jasa 
kesehatan di rumah sakit tersebut. Kenyataannya pasien yang dirawat 
menunjukkan adanya kepercayaan yang belum sepenuhnya terhadap rumah 
 
 
 
sakit. Pasien yang kembali ke RSUD menggunakan jasa rumah sakit tersebut 
karena tidak dikenakan biaya. RSUD memberikan berbagai macam fasilitas 
yang dapat digunakan seperti jamkesmas, askes, dan asuransi lainnya. Pahlevi 
(2013) juga menyebutkan bahwa banyak kalangan menengah ke atas memilih 
RS swasta dikarenakan pelayanan di RSUD yang kerap dikeluhkan berbelit 
dan lamban dalam penanganan. Pasien dari status ekonomi menengah 
kebawah datang karena diberi kemudahan dengan menggunakan askes 
sehingga pasien yang berobat terpaksa karena tidak bisa memilih rumah sakit 
lain untuk berobat. Keterpaksaan yang dirasakan oleh pasien juga disebabkan 
keluhan yang di alami langsung oleh pasien yang belum teratasi. Keluhan 
yang muncul diantaranya dari pelayanan tenaga perawat. 
Dari permasalahan tersebut kita melihat bahwa ada penyimpangan yang 
dilakukan oleh pegawai di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Apa yang 
menyebabkan pegawai melakukan penyimpangan tersebut. Apakah pegawai 
tidak di dukung dengan motivasi pelayanan publik sehinga pegawai cenderung 
sering melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Apakah organisasi tidak 
mengambil peran untuk mendorong motivasi pelayanan publik pegawai. 
Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai anteseden organisasi 
sebagai persepsi karyawan dari sistem kerja berkinerja tinggi dan mengetahui 
pengaruhnya terhadap motivasi pelayanan publik. Sistem kerja berkinerja 
tinggi dapat dilihat sebagai sebuah paket dari praktik sumber daya manusia 
yang inovatif saling berhubungan yang bertujuan untuk meningkatkan 
keterampilan dan karyawan (Wood dan Wall, 2002). Contoh sistem kerja 
 
 
 
berkinerja tinggi adalah karakteristik pekerjaan dan komunikasi organisasi. 
Sejumlah besar penelitian ada dan mendokumentasikan dampak sistem kerja 
berkinerja tinggi pada kinerja organisasi (Combs, et al., 2006). Penelitian yang 
lebih baru mulai menyelidiki pengaruh sistem kerja berkinerja tinggi pada 
variabel tingkat individu dan memfokuskan pada mekanisme yang mendasari 
hubungan dengan kinerja (Wu and Chaturvedi, 2009). Namun, hingga saat ini 
hanya satu studi yang membahas dampak sistem kerja berkinerja tinggi dalam 
motivasi pelayanan publik (Giauque dkk., 2013). 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil judul 
penelitian “Faktor-Faktor Anteseden Organisasi Yang Mempengaruhi 
Motivasi Pelayanan Publik, Dimediasi oleh Keterkaitan, Otonomi dan 
Kompetensi. (Studi Kasus Pada Perawat berstatus PNS di RSUD Dr 
Moewardi Surakarta)”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
